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ABSTRAK

Studi ini menguak tentang kewenangan Presiden dalam
pemberian grasi dalam pandangan hukum Islam. Kewenangan
Presiden dalam pemberian grasi ini mendapat legalitas dan kekuatan
hukum, yang pertama dari Undang-undang dasar 1945 yakni Pasal 14
ayat (1) yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Yang kedua dari
Undang-undang No. 05 Tahun 2010 junto Undang-Undang No. 22
Tahun 2002 tentang grasi yang dalam undang-undang ini mengatur
mengenai mekanisme persoalan grasi.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode conten analysis yaitu
sebuah tekhnik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan
melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan
secara obyektif dan sistematis dan dengan menggunakan pendekatan
normatif, artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati
permasalahan dengan menggunakan Al-qur’an dan Al-hadits sebagai
dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-asas hukum
yang berlaku dalam hukum Islam.

Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama,
Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan menolak
pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan
tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi
hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua
tahun penjara. Kedua, Hukum Islam tidaklah mutlak melarang
pemaafan hukuman atau Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan
dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan
kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan
yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh
diampuni oleh Kepala Negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah
ada hak Kepala Negara untuk mengampuni hukuman
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“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya "(Q,S, Al-Nisa’:58-59)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang
berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan
bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rech stat)
dibuktikan dengan ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Ide mengenai negara hukum,
kaitan dengan konsep the rule of law yang dikembangkan oleh A.V.
Dicey. Ada tiga ciri penting dalam negara hukum yang juga disebutnya
dengan istilah the rule of law oleh A.V. Dicey, yaitu supremacy of law;

equality before the law; dan due process of law.*

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality
before the law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the
law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-
undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga

negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum.

! Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981, h. 10



Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, namun
sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen
sistem parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-
undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan
presiden secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural
maupun fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem
pemerintahannya semakin tegas menjadi sistem pemerintahan
presidensiil murni. Dalam sistem presidensiil murni, tidak perlu lagi
dipersoalkan mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi
kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan
presidensiil murni cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja
tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan

kapan sebagai kepala pemerintahan.?

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang
luas seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin
sistem pemerintahan yang kuat. Namun seringkali, karena kuatnya
otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan
dinamika demokrasi®. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-

undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensiil seperti

2 Jimly Ashiddige, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.161

* Ibid, h.164



kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di
tangan presiden, diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1)
Amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan
bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini bertujuan agar hak

preogratif Presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.

Selanjutnya, bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak
yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh
konstitusi dan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1)
amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun
2002 junto UU No 05 tahun 2010 tentang grasi. Gasi menurut undang-
undang Grasi pasal 1 ayat 1 adalah pengampunan berupa perubahan,
peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana
kepada terpidana oleh Presiden. Menurut penjelasan UU No 5 tahun
2010 junto UU No. 22 tahun 2002 pemberian grasi bukan merupakan
persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan

hakim.

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden
dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk
memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati
pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau

menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan



pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan

merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.*

Mengenai kewenangan Presiden dalam pemberian grasi,
disebut kewenangan presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga
sebagai kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan
kosultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan
usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi
kekuasaan tersebut dalam hal ini yaitu Mahkamah Agung. Selain grasi,
rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan
presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2)
Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Presiden memberikan

amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum
pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas
mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.
Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar,
sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh
karena itu, Presiden dalam memberikan grasi harus didasarkan pada

teori pemidanaan.

* Sholeh Soeadi,S.H, Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati, (Jakarta: Durat
Bahagia, 2002), h. 8



Dengan diundangkannya UU No 05 tahun 2010 junto UU No.
22 tahun 2002, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden
atau Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman
mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang garsi menyebutkan bahwa
putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati,
penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini
terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana
berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi,
apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-

katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden.

Dalam UU No. 05 tahun 2010 junto UU No. 22 tahun 2002
tentang grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa saja yang bisa
dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi. Dalam
UU tersebut tidak menyebutkan kualifikasi Tindak pidana apa yang
dapat memperoleh grasi, jadi semua narapidana berhak mengajukan

grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan.

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh dunia.
Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam
kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada nasihat
atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada

dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu



tindakan non hukum berdasarkan hak prerogratif seorang Kepala
Negara. Dengan demikian Grasi bersifat pengampunan berupa
mengurangi pidana (starfvermiderend) atau memperingan pidana atau
penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Agung. Jadi Grasi secara etimologi bersal dari bahasa
Belanda berarti anugerah atau rahmat dan dalam terminology hukum
yang diartikan keringanan hukuman yang diberikan oleh Kepala
Negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan Hakim atau
pengampunan secara individual.” Dalam bahasa latin disebut Gratia
yaitu semacam anugerah (di Belgia disebut “Genade”) dari Kepala
Negara dalam rangka memperingan atau membebaskan pidana si

terhukum.® Namun juga grasi itu bisa ditolak oleh Presiden.

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan apa yang
harus digunakan Presiden untuk memberikan Grasi, Undang-Undang
hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan Grasi dengan
memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang menjadi
pasti dengan adanya UU No. 05 tahu 2010 junto UU No. 22 tahun

2002 adalah pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan Grasi.

> Departemen Pendidikan Nasional” Kamus Besar Indonesia ”, Jakarta,Balai pustaka, Edisi ke
3, 2003, h 371

6 Amnesty and pardon-Terminology and Etymology® lihat di http://law.jrank.org/pages/505/
Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html, (diakses 12 Agustus 2015), lihat juga di
http://en.wikipedia.org/wiki/Pardons, (diakses 12 Agustus 2015)



Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang
kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya
dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya,
karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas
menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan
mengurus Negara dalam bingkai Islam. Dalam hal ini Ibnu Taymiyah
memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang Imam dengan

mendasarkan pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 58-59:

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat, Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.’(Q.S. al-Nisa’ : 58-59)

’ Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Bandung: Fa
Sumatra, 1978), 176



Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pemahaman. pertama,
bahwasannya seorang pemimpin agar senantiasa mereka menunaikan
amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu
hukum agar berlaku adil, dan selanjutnya pada ayat kedua, bagi rakyat
diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali
pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut
pendapat Ibnu Taymiyah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya
hukum Allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin

terjadi.t

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana atau delik disebut
dengan istilah jinayah yang menurut Abdul godir Awdah mempunyai

pengertian:

N\
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“jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara’
baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainya 9

Adapun jinayah di klasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu
pidana hudud, pidana ghisas diyat dan pidana za zir. Dari ketiga jenis
pidana tersebut hanya pidana huhudlah yang tidak ada pemaafan,
sementara pada pidana ghishos diyat unsusr pemaafan ada pada pihak

korban atau wali, sedangkan pada pidana ta’zir unsur pemaafan ada

® IbnuTaimiyah, Assiyasatus Syariyyah fi Isla}ir Ra‘i war-Ra‘iyyah; Pedoman Islam
Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989), h. 9-10
® Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami (Bairut:Dar-al-Kutub, 1963), h. 167



sepenuhnya pada pihak hakim atau penguasa.’® terkait dengan
pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan
pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa
diampuni. Untuk pidana hudud, hukum Islam telah menentukan bahwa
salah satu kewajiban penguasa Negara atau khususnya Kepala Negara
menurut Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Hasbie As
Shiddigie, adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak
berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah
tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-Nya dari kebinasaan dan
kerusakan.! Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh
penguasa Negara, disamping karena hukuman had ini adalah murni hak
Allah. Telah ditegaskan bahwa pidana hudud tidak mengenal
pengampunan dari pihak manapun, baik korban, wali maupun hakim

termasuk kepala Negara atau kepala pemerintahan.*?

Islam mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai
kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni. Dalam kitab al-
Muwatta, Imam Malik menceritakan bahwa sekelompok orang telah
menangkap seorang pencuri untuk dihadapkan kepada Kbhalifah
Utsman, namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Zubair yang
kemudian memberikan syafa’at kepada pencuri tersebut. Awalnya

mereka menolak dan meminta Zubair untuk melakukannya di hadapan

' Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009, h 16

"' TM Hasbie ash Shiddigie, llmu Kenegaraan dalam Figh Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1969),
h. 110

'2 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonsia, Yogyakarta: Teras, 2009, h 16



Utsman, namun Zubair mengatakan bahwa apabila sebuah masalah
hudud telah sampai kepada penguasa, Allah melaknat orang yang
memberi dan meminta ampunan.®® Dalam pidana gishash-diyat, Allah
subhanahu wa ta’ala telah mengatur bahwa korban atau walinya punya
hak untuk menuntut atau mengampuni, sebagaimana yang termaktub

dalam Al-qur’an surat Al-Baqoroh ayat 178:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan
dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih.** (QS.Al-Bagoroh:178)

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli
waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam

melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang
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® TM Hasbie ash Shiddigie, llmu Kenegaraan dalam Figh Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1969),

h. 110

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, Syaamil
Cipta Media, 1984



di sini adalah justifikasi untuk menuntut gishash. Dari sinilah timbul
suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana
pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang
yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk
memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah
umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa
menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi
kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia

mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

Untuk pidana tazir sendiri para fugaha’ berbeda pendapat,
apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap
semua macam pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian
fugaha’, pada pidana hudud dan gishash yang tidak lengkap, yaitu
yang hanya dikenakan hukuman fa’zir, tidak boleh diampunkan,
sadangkan menurut fugaha’ lain, semua macam pidana ta zir bisa

diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.*®

Sedangkan dalam masalah pidana ta’zir, hukum Islam
mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat
dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga

bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan

> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 260
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dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak
masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak
menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi
dalam pidana ta zir, penguasalah yang berhak menentukan hukuman

dengan pertimbangan kemaslahatan.

Sisi lain yang harus diperhatikan, mengapa kewenangan
memberikan Grasi bagi Presiden di Indonesia perlu dipertanyakan
keabsahannya dalam Hukum Islam adalah bahwa kekuasaan Negara
Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan, dimana kekuasaan
peradilan atau yudikatif meruapkan kekuasaaan yang bebas dari
campur tangan Kepala Negara sebagai Eksekutif, yaitu dipegang oleh
Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibidang

peradilan yang merdeka.®

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis kemukakan,
maka terlihat jelas perbedaan dan persamaan yang ada dalam hak
pemberian grasi oleh lembaga grasi di Indonesia dan kewenangan
kepala Negara memberi ampunan dalam hukum Islam. Oleh karena itu
yang menjadi pokok permasalahan sekaligus menjadi rumusan masalah
dalam tulisan ini yaitu bagaimana hukum positif dan hukum Islam

memandang kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi.

' TM Hasbie ash Shiddigie, Ilmu Kenegaraan dalam Figh Islam, (Jakarta:Bulan bintang,
1969),h. 110



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan
diatas, maka dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi
menurut hukum positif ?
2. Bagaimana kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi
menurut hukum Islam ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan penelitian
Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum
Islam mengenai kewenangan Presiden dalam pemberian grasi
b. Manfaat penelitian

Diharapkan dari hasil penelitin ini dapat memberikan
tambahan wawasan khazanah bagi ilmu hukum umumnya dan
hukum Islam khususnya, sehingga bisa memberikan motivasi
untuk mengkaji lebih kritis dan mendalam terhadap peraturan
ataupun undang-undang yang ada, sebagai wujud kontrol sosial
atas aturan, undang-undang, ataupun kebijakan elit pemerintah,
apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau malah
menyimpang dari esensi hukum Islam. Sehingga Islam sebagai

sebuah agama yang rahmatan lil’alamin benar-benar bisa
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dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Indonesia
yang begitu heterogen ini.
D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pengetahuan penulis dalam penulisan
skripsi, berikut penulis sebutkan beberapa skripsi yang membahas
tentang grasi. Yang pertama skripsi saudara A. Ishni bukit jaya
yang bejudul Hak preogratif Presiden dalam pemberian grasi
setelah perubahan UUD 1945. Dalam skripsi tersebut penulis
mengurai analisis kedudukan hak preogratif Presiden dalam
pemberian Grasi berdaarkan pasal 14 ayat 1 UUD 1945.'" Dari
penelitiannya, Saudara Ishni Bukit Tinggi menghasilkan beberapa
temuan. Pertama, PTUN Jakarta Timur tidak berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus Keputusan Presiden
(Keppres) mengenai pemberian grasi terhadap Corby dan
Groobmann yang digugat oleh Granat; Kedua, dalam amar
putusan pengadilan 92/G/2012/PTUN-JKT pemberian grasi
terhadap Corby dan Groobmann merupakan hak prerogatif
Presiden yang sudah diatur oleh UUD 1945 dan hak Presiden
dalam memberi atau menolak permohonan grasi bukan

merupakan urusan pemerintah.
Yang kedua skripsi saudara Wahyu trisnawati yang

berjudul eksstensi grasi dalam prespektif hukum pidana. Wayu

Y17 A. Ishni Bukit Tiggi tentang “hak preograti presiden dalam pemberia Grasi setelah

perubahan UUD 1945” Skripsi Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia, Yogyakata 2013



Trisnawati menganalisa kekuatan hukum pengadilan(vonis) dan
alasan dalam pemberian Grasi yang dinilai tidak secara ekplisit
disebutkan dalam undang-undang.’® Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa : eksistensi grasi dalam hukum pidana adalah
sebagai berikut : a). Grasi sebagai hak warga negara, b). Grasi
sebagai hapusnya hak Negara untuk menjalankan pidana, c).
berhubungan dengan tujuan pemindanaan, d). Grasi bukan
merupakan intervensi eksekutif.

Yang ketiga skripsi saudara Nisfu Sya’ban yang berjdul
hak presiden dalam memberi grasi.. Dalam skripsi tersebut
penulis meneliti mengenai kedudukan hak yang dimiliki Presiden
serta alasan-alasan presiden dalam pemberian Grasi.**dalam
peneletiannya, saudara nisfu sya’ban menemukan beberapa
penemuan. Yang pertama, terdapat tiga hal yang menyangkut
kewenangan Presiden : a). kewenangan konstitusional Presiden,
b). Kewenangan pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang
grasi, yakni; UU No. 22 Tahun 2002 dan perubahannya UU No. 5
Tahun 2010 Tentang Grasi, ¢). Kewenangan untuk menolak atau
mengabulkan. Dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pada pokoknya hanya

mengatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata

'® Wahyu Trisnawati”eksistensi grasi dalam hukum pidana”skripsi fakultas hukum universitas
sriwijaya, Malang 2006

' Nisfu Sya’ban”Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”
(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985)



cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Yang kedua
yaitu bahwa dalam Undang-Undang grasi tidak pula membatasi
siapa terpidana yang yang dapat mengajukan permohonan grasi
apakah itu warga negara Indonesia atau warga negara asing.
Demkian beberapa skripsi yang membahas seputar
Grasi, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai
analisis hukum Islam terhadap kewenangan Presiden dalam
pemberian grasi.
E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ~ ini  menggunakan  jenis  penelitian
kepustakaan, dengan menggunakan kepustakaan sebagai
sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan
bersumber dari kepustakaan, yakni berupa buku, ensiklopedi,
surat kabar, kitab perundang-undangan dan lainnya yang
bertalian dengan permasalahan yang di kaji.
2. Pendekatan penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif,
artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati
permasalahan dengan menggunakan Al-qur’an dan Al-hadits
sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan
asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam

3. Sumber data
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Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dengan
mengumpulkan data-data yang berasal dari pustaka. Adapun
sumber data yang didapatkan diklasifikasikan menjadi dua
bagian, yaitu:

a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang menjadi
pokok acuan dalam penelitian ini, dalam kaitan ini yaitu
Undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 5
tahun 2010 junto undang-undang nomor 22 tahun 2002
tentang grasi.

b. Sumber data skunder
Sumber data skunder adalah sumber data pendukung
sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni berbagai
literatur yang bersinggungan dengan figh jinayah, seperti
kitab Al-tasyri’ Al-jinai Al-Islami,al-jarimah wa al-ugubah
fi fighi al-lIslam, Ensiklopedi Hukum Islam, asas-asas
Hukum Pidana, membumikan hukum Islam di Indonesia,
dan literatur-literatur terkait yang membahas pokok
permasalahan yang dikaji.

4. Metode analisis sumber data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu menggunakan metode conten analysis yaitu sebuah

tekhnik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan
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melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan
dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Metode conten analysis mengindikasikan sejumlah ciri,
pertama teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang
telah dirancang, kedua proses sistematisasi dan kategorisali,
yakni memproses teks secara sistematis dan kemudian
memilah mana yang termasuk suatu kategori dan mana yang
tidak termasuk berdasarkan aturan yang telah ditetapkan,
ketiga proses analisa, dalam proses analisa ini haruslah
mengarah kepada pemberian sumbangsih dan relevansi
teoritis. Dan juga dalam prose ini haruslah mendasarkan pada
diskripsi yang dimanifestasikan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Diskriptif
artinya menemukan fakta-fakta seadanya( fact finding ).
Penemuan gejala-gejala ini tidak sekedar berarti menunjukkan
distribusinya, akan tetapi juga termasuk usaha-usaha
mengemukakan hubungan satu gejala dengan gejala yang lain
didalam aspek-aspek yang tengah diselidiki. Sementara yang
dimaksud analitis adalah ikhtiar memecahkan masalah dengan
membandingkan persamaan dan perbedaan gejala-gejala yang
ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan
klasifikasi suatu gejala, menilai suatu gejala, dan kemudian

menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.
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Dalam menganalisa data, penulis juga menggunakan
metode komparatif deduktif, yaitu mengolah data yang
ditemukan dari sumber data baik primer ataupun skunder yang
berkaitan dengan situasi dan faktor-faktor yang diselidiki,
kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan

yang lain.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi tiga
bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup.
Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman
persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari lima bab. Bab pertama:
Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua: konsep
pengampunan dalam Islam. dalam bab kedua ini menguraikan
pengertian pengampunan, dasar hukum pengampunan, dan
kategori tindak pidana yang dapat menerima pengampunan.
Bab ketiga: Grasi dalam undang-undang no 5 tahun 2010 junto
undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, dalam bab
ketiga terdiri dari tiga sub pembahasan, yaitu pengertian grasi,

ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, dan klasifikasi
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tindak pidana yang bisa mengajukan grasi. Bab empat: Analisis
hukum Islam terhadap undang-undang nomor 5 tahun 2010
junto udang-udang nomor 22 than 2002 tentang Grasi, dalam
bab empat ini ada dua pokok masalah yang di analisa, yang
pertama yaitu terkait dengan bagai mana kewenangan Presiden
dalam pemberian grasi menurut hukum positif, dan yang kedua
bagaimana hukum Islam memandang kewenangan Presiden
dalam pemberian grasi. Dan yang terakhir yaitu bab lima:
penutup, dalam penutup penulis mengemukakan kesimpulan
umum secara keseluruhan. Hal ini sebagai sebuah penegasan
atas permasalahan yang telah dibahas.

Adapun pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka,

lampiran-lampiran dan biografi penulis.
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BAB Il
KONSEP GRASI DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN PENGAMPUNAN
Dalam hukum pidana Islam istilah-istilah pengampunan tidak
banyak di rumuskan oleh ulama’ figh, meskipun demikian tetap ada
penjelasan mengenai pengampunan tersebut, dengan maksud untuk
mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas

jarimah atau tindak pidana yang dilakukan.

Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang
termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi
merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa
yang dalam hal ini seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan
Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al- ‘afiwu
(s&d) dan al-syafa‘at (4=Wdll), baik pengampunan tersebut diberikan
oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku

dari tindak kejahatan.

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya pengampunan

menurut Ahmad Fathi Bahansi' anatara lain yaitu firman Allah SWT:

' Ali Fathi Bahansi, al-Uqubat fi al-figh al-Islami,(Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961), h. 219
? Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, QS. Ali Imran: 155

21



Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyantun.
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Artinya: kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu,
agar kamu bersyukur.
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Artinya: dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa.
dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa
yang kamu kerjakan.

Kata al- ‘afwu (s8d ) merupakan bentuk isim yang mendapat
imbuhan kata al (J!) di depannya, atau disamakan dengan kata ‘afwun
(s8¢ ) dalam bentuk masdar nya, yang secara bahasa mengandung arti
hilang, terhapus, dan pemaafan.” Sementara kata al-‘afwu (séd) )
menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama’ ahli usul
Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap
pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman

menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.®

* Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, Al-Bagarah:52

* 1bid, 237

> Abdul Aziz Dahlan (et,al.), Ensiklopedi Hukum Islam, h. 30

® Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy, Mujmal al-Lughat, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1414 H/ 1994 M), h. 472
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Selanjutnya, kata al-syafa‘at (A=W&) ) dalam kamus bahasa
arab merupakan lawan kata dari al-witru (»5s9 ) atau ganjil yang
mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan
dan bantuan.” Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari
seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan.
Adapun kata al-syafa‘at (A=Wad ) sendiri berasal dari kata syafa‘a
(&%) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau

menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.®

Sehingga dari pengertian di atas dalam penelusuran
kepustakaan hukum Islam kata al-‘afiwu (s&d) ) dan kata al-syafa ‘at
(4=lidd ) mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang
didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli figh mazdhab Maliki) dengan
makna, suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar
keinginannya dipenuhi.® Dengan kata lain, al-‘afwu dan al-syafa ‘at
sendiri dalam dunia peradilan Islam juga mempunyai arti khusus,
seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani,
ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang
kitab al-7a ‘rifat (definisi kamus istilah-istilah penting dalam Islam)

menurutnya al-syafa ‘at adalah:

a3 Bl @39 gl oo gl o8 Jgdl (B dsged! (o

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), h. 729

® Abdul Aziz Dahlan (et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411

? Ibid, 411



Artinya: suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari
menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah

dilakukan.®

B. DASAR HUKUM PENGAMPUNAN
Pengampunan yang mempunyai padanan arti dengan istilah al-
‘afwu dan al-syafa ‘at tersebut mendasarkannya pada :
1. Nash
a. Al-Qur’an

1) Surat al-Bagarah ayat 178
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu
gisas dalam perkara pembunuhan; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Barangsiapa yang mendapat
pema'afan dari saudara terbunuh, cara itu
hendaklah  diturut oleh  pihak-pihak  yang
memaafkan dengan sebaik-baikna, dan hendaklah
(yang diberi ma‘af) membayar (diat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).
Demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa Yyang

1% Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta ‘rifat, h. 127, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/
1994 M)



melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa
yang sangat pedih.** (Q.S. al-Bagarah: 178)

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli
waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam
melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud
wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk
menuntut gishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku
pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip hukum
Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas
(penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang
terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk

memberikan ampunan.*?

Dalam surat lain Allah SWT juga menganjurkan pada Kita
untuk lebih dapat memaafkan dari pada membalas terhadap orang

yang melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah SWT :

2) Surah al-A‘raf ayat 199

A IS T TS (T TR S [T
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Artinya :Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan di dalam
menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas)
dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan),
dan berpalinglah daripada orang-oran% bodoh (janganlah
engkau melayani kebodohan  mereka).”® (Q.S. al-4 raf: 19)

' Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, 55
2 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 260
** Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, 352



3) Surah al-Nisa’ ayat 85
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Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa‘at yang baik,
niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala)
dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at
yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian
(dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas
segala sesuatu.™ (Q.S. al-Nisa’:85)

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa‘at ada di dunia dan
diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya
sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan
syafa‘at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang
bahwa pada dasarnya memberikan syafa‘at berupa bantuan, baik
materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan
orang yang meminta syafa‘at merupakan tindakan yang terpuji
namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuiji.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan
menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil,
menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang
mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan

panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan

“ Ibid, 185
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atau nasib. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik,
tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau
enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan
menderita tersebab syafa‘at yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsari
di dalam tafsirnya Al-Kasyf menyebutkan, bahwa syafa‘at yang
baik ialah yang digunakan untuk memelihara sesama muslim,
menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap
hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah SWT, bukan
mengharapkan rasywah (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang
disyafa‘atkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syara‘, bukan
di dalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah,
atau melangkahi batas-batas kebenaran.'®

Dengan kata lain memberikan syafa‘at dalam surah al-Nisa’
ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah
melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya
sebagai warga negara, karena syafa‘at diberikan supaya kembali
untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat
tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk
siapa dan kapan saja syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara
sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik
dengan mengajak  maupun  memberikan  sesuatu  yang

memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia

' Hamka, Tafsir al-Azhar Juz V-VI, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004), h. 235
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akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh
upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi
syafa‘at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan
yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul
bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan
seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.®
b) Al-Hadits

Ada sejumlah keterangan dalam beberapa kitab hadits terkait
pengampunan, diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga
dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang
masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan

dari ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:
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3l b 5 a5 Of e 75 sdall B (e O
“ Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa
direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan
keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam

mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan
hukuman *

Dalam riwayat lain :

'® Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, (Jakarta:
Lentera Hati, Cet. I, 2002), h. 511

" Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, ,fi Bab Ma Ja’a fi Dar’i al-
Hudud", (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 436
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“ Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim;

jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang

penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah

» 1
menghukum”. 8

Maksud dari sabda Nabi di atas merupakan suatu sandaran
hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam
memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun
penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai suatu
jari>mah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang
telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga
seorang imam atau gadli dituntut supaya lebih cermat dan penuh
kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi seorang Hakim atau Imam juga tidak boleh serta
merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari
seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya. Karena
dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik

sebagaimana berikut:
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' Ali bin ‘Umar al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni ,fi Kitab al-Hudud wa al-Diyat wa
Ghayrihi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), h. 665
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“ Diriwayatkan dari sahabat Rabi‘ah bin Abi ‘Abdi al-Rahman,
suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan
sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang
hendak diadukan perkaranya kepada amirul mukminin (‘Utsman
bin  Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa‘at kepada
pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan,
(awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk
melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair
mengatakan bahwa apabila (masalah h}udud) telah sampai kepada
penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun
dan yang meminta ampun ~.*°

Dalam riwayat lain :

Y 05, B o Hles Wl *)U.b-uwﬁd-u.’-iu.\r
I dd Ll 7 g e o ) L 1B Sy
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“ Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan
tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah, maka berarti
melawan perintah Allah” al-hadits.?°
Pendapat fuqoha’
a. Pengampunan dalam Jarimah Hudud
Fuqoha’ sepakat dalam hal pemberian pengampunan
(al-‘afwu atau al-syafa‘at) diperbolehkan meskipun jarimah

tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud selama perkara

tersebut belum diajukan kepengadilan untuk disidangkan,

¥ Imam Malik bin Anas, al-Muwatta’, Dar-alkutb, Lebanon, 2004, h. 555-556

% pid, 556
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sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan
hadits yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga
dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman hudud
yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.?
Mengenai ketentuan pemberian pengampunan kepada
pelaku tindak pidana, telah banyak diperaktekkan oleh sebagian
besar para sahabat Nabi dan fugaha’. Mereka lebih menyukai
untuk memberikan syafa‘at kepada pelaku tindak pidana
tersebut, karena memberikan maaf merupakan ‘amaliyah yang

dianjurkan Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

°
}5
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Artinya: Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan di dalam
menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah
membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf
(perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada
orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani
kebodohan mereka).?” (Q.S. al-A ‘raf: 199)

Rasulullah SAW jua bersabda yang diriwayatkan oleh Adullah
bin Umar bin Al-‘asi :
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“ Dari Abdillah bin ‘Amr bin al’As Bahwasannya Rasulullah
SAW bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud

! Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugubah fi al-Figh al-Islam; al-Jarimah, (Beirut:
al-Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998), 73
?? Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, 352



diantara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara

hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya".?®

Menurut pandangan Abu Zahrah, Dalam jarimah hudud
pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa
kepengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari
suatu jarimah tersebut, namun hanya mencegah atau
mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti; potong
tangan), sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan
tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman ta‘zir,
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dan
guna menjaga setabilitas keamanan dan hukum di masyarakat,
jika waliyyul amri mengetahui dan menurut penilainnya itu
lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.?*

Yang menjadi pertanyaan ialah mengenai pengampunan
dalam jarimah hudud yang telah sampai ke pengadilan baik
jarimah tersebut belum diputuskan atau sudah diputuskan oleh
hakim, namun pelaksanaan hukumannya belum dilaksanakan,
apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi
yang akan diterima oleh terdakwa?, fugaha’ telah sepakat
bahwa pengampunan tersebut mendiponeri alias tidak
berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah dan atau akan

diputuskan oleh hakim. seperti zina, pemadat dan pencuri

32

2 Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Kitab al-Hudud, hadis ke
4376, Dar alkutub ilmiyyah, bairut 816
2% Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy*as /al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Kitab al-Hudud, hadis

ke 4376, 816
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sebagaimana ini pendapat Fugaha’ yang paling kuat, karena
menurut pendapat mereka (fugaha’) hukum had sebagaimana
zina maupun pemadat, merupakan hak preogratif Allah SWT
dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum had
tersebut, dan adapun had yang lain seperti pencuri, meskipun
ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun
hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka
(seorang hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan
(merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah
ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orangpun yang
berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.?

Sementara dalam jarimah hudud yang berkaitan jiwa
gishas-diyat telah jelas adanya pema’afan sebagaimana
tuntunan yang diajarkan Allah dalam surah al-Bagarah ayat 178
dan sabda Nabi bahwa®® pemberian maaf lebih diutamakan dari
pada melakukan pembalasan ( melakukan justifikasi dalam
penuntutan gishas ). Namun dengan mekanisme dan aturan
yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur‘an dan al-

Hadits, yang mana pengampunan hanya dapat dilakukan oleh

 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Uqubah fi al-Figh al-Islam; al-Jarimah,h. 73-74
*® Redaksinya sebagai berikut :
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korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari ulil amri
atau lainnya.?’

Kemudian, Fugoha’ hanya berbeda pendapat dalam hal
pengertian pemberian maaf yang secara cuma-cuma ataupun
yang meminta dengan ganti diyat itu sendiri. Sebagaimana
menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah,
menganggap pelepasan hak gishas dengan ganti diyat bukan
sebagai pengampunan (al- ‘afiwu), melainkan rekonsiliasi (al-
shulh), karena menurut keduanya, kewajiban gishas atas tindak
pidana disengaja bersifat ‘aini (terbatas kepada diri pelaku
sendiri), juga karena diyat tidak wajib dibayarkan kecuali jika
pelaku rela membayarnya. Karena itu, apabila pengguguran
gishas dengan ganti yang murni timbul dari satu pihak yakni
korban/ walinya, tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak
lainnya yakni pelaku.?®

b. Pengampunan dalam Jarimah ta zir

Abdul Qadir Audah menerangkan: Telah disepakati
oleh fugaha’ bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang
sempurna pada semua tindak Jarimah ta‘zir. Karena itu,
penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana ta‘zir dan

hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Meskipun

7 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wad ‘iy,
Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I1Il, (Bogor: P.T. Kharisma
limu, tt), h. 169

% Ibid 170



demikian, fugaha’ berbeda pendapat tentang boleh tidaknya
penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak
pidana ta‘zir atau terbatas pada sebagiannya saja.”

Golongan pertama, sebagian ulama’ berpendapat bahwa
penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana
gishas dan hudud yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi
hukuman gishas dan hudud, tetapi dijatuhi hukuman ta‘zir yang
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini,
penguasa tidak dapat mengampuni tindak pidana atau
hukumannya. Adapun untuk tindak pidana lainnya, penguasa
boleh mengampuni baik tindak pidana dan hukumannya jika ia
melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah
menghilangkan dorongan hawa nafsunya.

Sementara golongan kedua berpendapat bahwa sebagian
ulama berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk
memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang
diancam dengan hukuman fa zir dan juga hak mengampuni
hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.
Dari kedua pendapat ulama’ tersebut, dapat kita lihat bahwa
kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam

yang berkaitan dengan jarimah hudud dan gishas.

* |bid 171
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C. RUANG LINGKUP PENGAMPUNAN
1. Kewenangan kepala Negara

Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin
pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan,
imam. Kepala atau pemimpin negara dalam Islam hanyalah
seseorang Yyang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur
kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam
masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat
berjama‘ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama’ah
adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman,
fasaha maupun ketagwaan dari yang lainnya. Dalam shalat,
seorang imam berdiri memimpin hanya berjarak beberapa langkah
di depan makmum. Ini mengandung maksud agar makmum dapat
mengetahui gerak-gerik Imam. Seandainya Imam keliru dalam
shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa
mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.*

Mengenai wewenangan atau kekuasaan, Abu Hanifah membagi
wewenang atau kekuasaan (tawliyyah) pada dua bagian vyaitu,
tawliyyah ‘ammah (kekuasaan yang bersifat umum) dan tawliyyah
khassah (kekuasaan yang bersifat khusus).

Kekuasaan umum atau menyeluruh yaitu kekuasaan seorang

sultan, raja maupun orang yang dipercaya untuk memegang tampuk

** Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 207
3 Al-Kasany, Abi Bakr ibn Mas‘ud, Bada’i‘ al-Sana’i* fi Tartib al-Syara’i, Juz 7, (Beirut:
Dar al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 86
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kepemimpinan terhadap suatu wilayah yang luas atau suatu negara.
Kekuasaan ini mempunyai wewenang untuk menegakkan had
meskipun dalam hal yang tidak ditetapkan dalam nash al-Qur’an
maupun al-Hadits. Ketika kekuasaan ini diberikan bagi seseorang,
maka menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemaslahatan
umat Islam yang salah satu caranya dengan menegakkan had.

Adapun kekuasaan khusus yaitu kekuasaan yang berwenang
terhadap masalah-masalah yang khusus seperti menarik pajak bagi
pemilik tanah kharijiyyah. Kekuasaan ini tidak mempunyai
wewenang untuk menegakkan had, kecuali pada hal-hal yang telah
ditetapkan.

Dalam Ahkam al-Shultahniyyah, Imam al-Mawardi menjelaskan
dengan detail sepuluh pokok tugas dan kewenangan yang harus
dilaksanakan kepala negara dalam Islam meliputi:*?

1. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah
menjadi konsesus umat terdahulu. Jika ada ahli bid’ah atau
orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia
berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang
benar, serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya, agar
dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah

umat dari kesesatan.

** Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara
dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), h. 23-25



2. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa
dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan (dalam
masalah perdata), sehingga keadilan dapat berjalan dan
pihak yang zalim tidak berani melanggar serta yang
teraniaya tidak menjadi lemah.

3. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur
kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta
menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

4. Menegakkan supremasi hukum (dalam masalah pidana), agar
dapatmelindungi larangan-larangan Allah dari usaha-usaha
pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan
perusakan terhadapnya.

5. Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat
(SARA) dan menjaga daerah perbatasan-perbatasan yang
kokoh dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi
permusuhan terhadap kehormatan atau pertumpahan darah
terhadap orang muslim atau orang-orang non muslim yang
mengadakan perjanjian dengan negara Islam.

6. Memerangi musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk
masuk atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan
Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam

menang di atas agama-agama lain.
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7. Mengambil harta rampasan perang dan sadagah sesuai
dengan ketentuan syari’at, baik berupa ketetapan secara
tekstual maupun ijtihad dengan tanpa rasa takut.

8. Menetapkan jumlah gaji dan rancangan anggaran negara
yang akan dikeluarkan dari baitul mal (kas negara), dengan
cara tidak boros dan tidak  kikir, kemudian
mengeluarkannya tepat pada waktunya (tidak mempercepat
namun juga tidak memperlambat atau menunda
pengeluarannya).

9. Mengangkat orang-orang yang terlatih, jujur dan amanat di
dalam menjalankan tugas-tugas dalam masalah keuangan,
sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara
profesional namun juga jujur dan tidak korup.

10. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta
segala problemnya agar dapat terjun langsung dalam
penanganan umat dengan baik dan memelihara agama,
Sebaliknya juga tidak menyibukkan diri dengan kelezatan
ataupun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi
khianat, orang yang lurus menjadi penipu.

Sebagaimana Firman Allah SWT.:

8. 8. cm T/-|/
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artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah
keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan
Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat,
karena mereka melupakan hari perhitungan.®
(QS. Sad: 23)
2. Pengampunan Imam

Dalam sejarah  pemerintahan Islam  keseluruhan
kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah
perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang
khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang Imam itu sendiri
yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas gadli (hakim)
pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan negara
Islam. Sehingga Imamlah yang nantinya memutuskan seseorang

yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak.

Al-Mawardi menuturkan sebuah kisah, dia berkata:
Bahwa beberapa pencuri didatangkan kepada Muawiyah, kemudian
Muawiyah memotong tangan mereka, kecuali salah seorang dari
mereka. Ketika Muawiyah hendak memotong tangannya, pencuri
tersebut berkata” Tangan kananku, wahai Amirul Mukminin, aku
meminta perlindungan untuknya. Dengan maafku dari terkena

hukuman yang menghilangkannya tanganku, ia indah jika betul-

betul ditutup. Dan orang-orang yang baik itu tidak mendatangkan

% Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, 1025



aib yang membuat tangan tersebut menjadi buruk. Tidak ada
kebaikan di dunia, dan segala sesuatunya menjadi buruk. Jika,
tangan kiri ditinggalkan tangan kanannya .

Muawiyah berkata” Bagaimana aku tidak memotong tanganmu,
padahal aku telah memotong tangan teman-temanmu?. Ibu pencuri
tersebut berkata; ,Jadikan tangannya sebagai bagian dari dosa-dosa
yang engkau bertaubat kepada Allah dari padanya. Kemudian
Muawiyah membebaskannya, dan itulah untuk pertama kalinya
dalam Islam hukuman potong tangan tidak diterapkan.

Apa yang dilakukan Muawiyyah tersebut merupakan pengamalan

dari hadits yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri:

PrYRA \.oféﬁj@ Jﬁiﬂ\ dysy OB Iprogi 1gmddl &g e o8
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“ Dari Mu'awiyah RA, Mintailah pertolongan, niscaya kamu akan
mendapat ganjaran, karena aku tidak menginginkan sesuatu
perkara dan aku menundanya, agar kamu meminta pertolongan,
sehingga kamu mendapat ganjaran, karena Rasulullah SAW
bersabda, 'Mintailah syafaat (pertolongan) niscaya kamu akan
diganjar”. 3

Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa pengampunan
dari Imam merupakan bagian dari kewenangannya dalam
memutuskan. Sekalipun mungkin keputusannya berbeda dengan

ketentuan yang ada dalam teks nash dan Undang-undang. Karena

Imam berhak untuk menilai dan memutuskan sesuai dengan

* Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Bab al-Syafaat,
hadis ke 5132, h. 958



pandangannya (ijtihad nya) dalam memutuskan suatu perkara
tersebut, mana yang lebih membawa kemaslahatan, baik itu yang
bersifat khusus maupun kemaslahatan yang lebih umum dan luas.
Nabi SAW bersabda :

dgsaad) B g hads & G A o811 B g hads 4 ala) &)

“Sesungguhnya seorang Imam yang salah dalam memaafkan itu

lebih baik daripada salah menghukum ”.*

Dan juga kaidah figih:

Iokady by i 1)1 Jo alb¥) O,

“ kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung

kepada kemaslahatan "%
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Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara

dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), h. 23-25
** A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Peraktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 147
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BAB Il
KONSEP GRASI DALAM HUKUM POSITIF

A. PENGERTIAN GRASI
1. Terminologi grasi

Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda berarti
anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan
sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada
terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan
secara individual.!

Istilah grasi berasal dari bahasa Belanda “gratie” atau “genade”
yang berarti anugerah atau rahmat. Pengertian grasi dalam arti
sempit berarti merupakan tindakan pengampunan berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh
hakim. Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo,
dalam Kamus Hukum bahwa Gratie (Grasi) adalah wewenang dari
Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap
hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan

seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.?

Dengan demikian Presiden berhak memberikan grasi berupa:

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka,
Edisi 3, 2002), h. 371

2 JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta, Bumi Aksara,
1995), h. 58
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1) Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim
bagi seorang narapidana. Misalnya, dari perubahan hukuman
mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama-lamanya dua puluh tahun.

2) Peringanan, pengurangan, dari pidana penjara, pidana tutupan,
pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah
dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai
disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan
hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda.

3) Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman
penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada
seseorang  Pengampunan  menghapuskan  akibat-akibat
pemidanaan, bukan karena pemidanaannya sendiri.

Sedangkan grasi dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari
kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman
yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan
seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman
itu.®

ada beberapa istilah lain yang merujuk pada pengertian grasi
tersebut. Di Amerika Serikat dan Filipina dikenal adanya istilah

“pardon” yang artinya pengampunan dan istilah “clemency” atau

“’executive clemency” yang artinya pengampunan secara luas. Di

* JCT.Simorangkir (et-al), Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h.58
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negara-negara yang berbentuk monarki, seperti Spanyol
dipergunakan istilah “pardon” (indulto) dan ,derecho de garcia
(right of grace), di Inggris dipergunakan istilah “pardon” dan
“Royal Prerogative Mercy” atau “clemency” atau “graces” begitu
pula berlaku di Negara Kanada, Perancis, Iran.

Dalam aplikasinya pardon dan clemency mempunyai arti dan
implikasi yang berbeda di masing-masing negara. Tetapi secara
umum di beberapa negara hanya digunakan istilah ,pardon saja,
seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chile, Swiss. Istilah-istilah yang
terkait dengan terminologi pardon (pengampunan) adalah
,commutation yang artinya pergantian atau peringanan jenis
hukuman, remission yang artinya penghapusan atau pengurangan
masa hukuman atau denda “reprieve” yang artinya penundaan
sementara atas hukuman; “amnesty” yang artinya penghapusan
kejahatan. Maka istilah “clemency” secara luas adalah mencakup
makna-makna terminologi tersebut diatas atau hanya mengandung
makna kata amnesty dan pardon.*

Di Indonesia ada beberapa istilah yang terkait dengan grasi
yaitu amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Istilah amnesti,
berasal dari bahasa Yunani ,amnestia yang artinya melupakan.
amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang

terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat

* Amnesty and pardon-Terminology and Etymology® lihat di http:/law.jrank.org/pages/505/
Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html



hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini
diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum
dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan
pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.
Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena
amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang
pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang
bersifat politik seperti pemberontakan.”

Rehabilitasi berasal dari kata “rehabilitation” yang artinya
pengembalian hak. Pengertian rehabilitasi merupakan suatu
tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang
yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata
dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah
dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan
perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama
sekali.

Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang
diperolen kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-
undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya Sedangkan
istilah remisi berasal dari kata “remission” yang artinya
pengurangan, peringanan, pengampunan. Jadi pengertian remisi

adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada

® Ahmad Rajafi. "Grasi di Indonesia” http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-
diindeonsia/ (diakses 20 September 2015)



narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama

menjalani pidana.®

2. Sejarah

Istilah pardon atau pengampunan pertama ditemukan dalam
hukum Perancis pada awal abad 15 dan berasal dari bahasa Latin
perdonare (untuk memberikan kebebasan), menunjukkan hadiah
diberikan oleh penguasa.’

Pada mulanya pemberian grasi atau pengampunan di zaman
kerajaan absolut di Eropa, adalah berupa anugerah raja (vorstelijke
gunst) yang memberikan pengampunan terhadap orang yang telah
dipidana. Jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa.
Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, di mana
kekuasaan  kehakiman telah terpisah dengan kekuasan
pemerintahan atas pengaruh dari paham trias politica, maka
pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi terhadap
putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanannya.

Di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untuk memberikan
pengampunan diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk
Gereja Katolik Roma dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad

keenam belas biasanya kekuasaan ini terkonsentrasi di tangan raja.

® Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,
Pasal 1 Ayat (1)

7 Lihat dalam a href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology
etymology.html"Amnesty and Pardon-Terminology And Etymology/a, (diakses tanggal 12
Oktober 2015)
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Dalam pasca-Reformasi Inggris, hak prerogative kerajaan sebagai

"kemurahan hati raja/ ratu” digunakan untuk tiga tujuan utama:®

1) Sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui,
kegilaan, dan minoritas;
2) Untuk mengembangkan metode baru menangani para pelaku yang
belum diakui oleh undang-undang, dan
3) Untuk menghilangkan atas diskualifikasi tuduhan kriminal.
Selama abad kedelapan belas kekuasaan penguasa untuk
memberikan pengampunan, menjadi perdebatan antara para
sarjana. Dukungan datang dari para sarjana penganut aliran hukum
(natuurrechtelijke school) sedangkan kritikan datang dari para ahli
filsafat dan ahli ilmu kejahatan.® Dalam kasus-kasus pengampunan
individu mendapat kritikan tajam, terutama oleh Cesare Beccaria
dalam esai terkenalnya On Crimes and Punishments.’® Hak
penguasa untuk mencampuri pelaksanaan undang-undang
dianggap sebagai ancaman bagi konsep pemisahan kekuasaan
dalam pengurangan otonomi baik legislatif dan yudikatif,
meskipun Montesquieu, sebagai penggagas konsep pemisahan
kekuasaan, tidak menentang kekuasaan untuk memberikan grasi/

memberikan pengampunan. Intervensi tersebut juga terlihat

® Ibid

° Dikutip dari Muhammad Ridhwan Indra dan Satya Arinanto, Kekuasaan Presiden Dalam
UUD 1945 sangat besar, (Jakarta, CV Trisula, 1998) h. 20

' A. Ishni Bukit Tiggi tentang “hak preograti presiden dalam pemberia Grasi setelah
perubahan UUD 1945 Skripsi Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia, Yogyakata 2013
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sebagai hal yang merugikan efek jera hukum, yang didasarkan
pada sifat hukum yang berkekuatan tetap yang tidak dapat ditawar-
tawar pada pelaksanaannya. Akhirnya, penggunaan grasi yang
merajalela dipandang sebagai sumber ketidakpastian, korupsi dan
penyalahgunaan.

Kritik-kritik ini membuahkan hasil setelah pecahnya Revolusi
Perancis dengan diterapkannya KUHP pada tahun 1791, yang
menghapuskan ~ semua  kekuasaan  pengampunan  dalam
hubungannya dengan pelanggaran yang dapat diuji oleh juri.
Namun, kemenangan para kritikus berumur pendek, untuk
kekuasaan memberikan grasi atau pengampunani dihidupkan
kembali ketika Napoleon Bonaparte menjadi penguasa seumur
hidup ditahun 1802. Gema kontroversi abad kedelapan belas itu

pun, masih berkumandang hingga saat ini.**

B. DASAR HUKUM GRASI
1. Sebelum perubahan UUD 1945
Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang
berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan
abolisi.'? Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan

mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak

" Lihat dalam a href.http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology
etymology.html"Amnesty and Pardon-Terminology And Etymologya, (diakses 26 September
2013)

' Pasal 14 ayat 1 UUD 1945
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memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang
lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden
mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut
penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak
sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan
suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum
berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian
grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau
memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang
telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.*?

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada
kemurahan hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang
sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada
ditangannya, maka tindakan pengampunan itu Ssemata-mata
didasrkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan
kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan memiliki
kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden
tampak seperti raja atau ratu.

Pada perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi
bergeser bahwa fungsi grasi harus dilihat sebagai tindakan keadilan
untuk mengoreksi ketidakadilan dalam proses peradilan, bahwa

hukuman yang diterima terpidana lebih berat dari seharusnya.

“ UU. No. 22 Tahun 2002, Penjelasan Umum
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Disamping tujuan mengadakan koreksi terhadap keputusan
pengadilan, maka pengampunan itu juga dapat diberikan karena
pertimbangan kepentingan negara yang mendorong untuk tidak
menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu faktor kemanusiaan
juga ikut menjadi bahan pertimbangan dari tujuan pemberian
pengampunan tersebut.

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan
prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan
pelaksanaanya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi
sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-undang No. 3 Tahun
1950. Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur
dalam beberapa peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam
peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan
ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya
hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan kepentingan
negara. Disini penulis mencoba menampilkan dalam dua bagian
periodeisasi pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945
yaitu, grasi menurut peraturan perundangan pada masa

kemerdekaan dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

a. Menurut Peraturan Perundangan Masa Kemerdekaan
Pengaturan grasi pada masa penjajahan Belanda diatur
dalam Gratieregeling dalam Staatblad Tahun 1933 Nomor 2 dan

Verodening Militair Gezag tanggal 12-XI11-1941 Nomor
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108/D.v.O; kemudian pada masa kemerdekaan peraturan
mengenai grasi dalam beberapa Peraturan Pemerintah yaitu,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 yang memuat tata
cara pelaksanaan permohonan ampun kepada Presiden, kemudian
diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947,
yang memuat perubahan peraturan sebelumnya dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1947 juga memuat perubahan
peraturan  sebelumnya. Pada tahun 1948, Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1948 dan
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun
1948
a) Undang-undang nomor 03 tahun 1950

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima
belas) pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme
tata cara pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi.
Persyaratan yang diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua
terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi.
Baik yang dijatuhi hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan
dan hukuman kurungan serta denda dapat mengajukan grasi, dan
hukuman  tersebut dapat dilakukan penundaan atas
pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh si terhukum untuk

tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan oleh pihak

“ JE Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden, dalam
http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html,
diakses 20 November 2015



lain selain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali
terhadap hukuman mati, pihak lain yang mengajukan
permohonan grasi harus mendapat persetujuan dari si terhukum.

Subyek pemohon pengajuan grasi adalah orang yang
dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain
baru dapat diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat
persetujuan dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk
hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa
persetujuan dari orang yang dihukum. Istilah pihak lain tidak
dijelaskan lebih lanjut, maka bias berarti keluarga si orang yang
dihukum ataupun kuasa hukumnya. Para pihak ini berhak
mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau
pengadilan dan kesempatan untuk melihat surat-surat
pemberitaan.’® Jika orang yang dihukum tidak mengajukan
permohonan grasi dalam tenggang waktu yang diberikan, maka
Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan
berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya
sehingga ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11
berlaku juga.'” Menurut penulis pasal ini cukup kontradiktif,
mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yang

menjatuhkan vonis kepada terpidana, tetapi juga mempunyai

> UU No 3 Tahun 1950, Pasal 6 Ayat (4)
'® UU No 3 Tahun 1950, Pasal 7 Ayat (1) dan (2)
Y UU 3 Tahun 1950, Pasal 12. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1986
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kewenangan untuk mengajukan permohonan grasi kepada
Presiden.

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah
permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh
keputusan hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan
hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari,
terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan
dalam pemeriksaan ulangan maka, tenggang waktunya 14 hari,
terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan
pada orang yang dihukum.'® Jika hakim memutuskan hukuman
mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30
hari terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam
pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan
maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikut
setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.*®

Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari mulai hari setelah keputusan menjadi tetap.
Sedangkan yang dijatuhi hukuman mati dapat memajukan grasi
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam UU No. 3 Tahun 1950 tidak menetapkan jangka
waktu Presiden harus memberikan keputusannya atas suatu

permohonan grasi. Keputusan Presiden atas permohonan grasi

¥ UU No 3 Tahun 1950, Pasal 5 Ayat (1) dan (2)
¥ UU No 3 Tahun 1950, Pasal 2 Ayat (1)



dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada
pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada
yang berkepentingan (Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1950).
Kemudian, Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950 ini dinyatakan
tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grasi. Alasan penggantian Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 menurut konsiderans huruf b UU No. 22 tahun 2002,
karena UU No. 3 Tahun 1950, dibentuk berdasarkan konstitusi
RIS, 31 Januari 1950. Oleh karena itu dipandang tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum
masyarakat. Alasan itu, dikemukakan lagi pada alinea kedua
Penjelasan Umum. Dikatakan, selain UU No. 3 Tahun 1950
bersumber dari Konstitusi RIS serta tidak sesuai lagi dengan
sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang, substansinyapun
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat.”
2. Setelah amandemen UUD 1945
a. Undang-undang nomor 22 tahun 2002
Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk
prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali
Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian

disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR,

%% Triana putrie vinansari, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana
Di Indonesia,Jurnal hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utaraa, Medan
2013
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dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.? Maka,

rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi  dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah

terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam

pemberian grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002

dan Perubahannya UU No. 5 Tahun 2010.

b. Undang-undang nomor 05 tahun 2010

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua)

pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga

seluruhnya berbunyi menjadi:

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap,

2) terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada
Presiden.

3) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi

sebagaimana dimaksud

*! Sekretariat Jendral MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Jakarta 1999, h. 64



4) pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana

5) penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

6) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diajukan 1 (satu) kali
Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat

diagjukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan
grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.?
Perubahan ketentuan UU No. 22 tahun 2002 lainnya yaitu

dengan penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7

yaitu Pasal 6A. Pasal 6A berbunyi:

1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang
membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak
asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan
grasi.

2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1)
dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada

Presiden.

?2UU No. 10 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)
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Perubahan berikutnya mengenai penetapan jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun suatu permohonan grasi dapat
diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan Pasal 10 juga diubah
mengenai jangka waktu Mahkamah Agung mengirimkan
pertimbangan tertulisnya kepada Presiden yang dalam UU No.
22 Tahun 2002 ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan
berkas perkara, kini diubah menjadi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan
permohonan dan berkas perkara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk
menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15
dan Bab IV yang menyatakan bahwa permohonan grasi yang
belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 22 Tahun
2002 diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada
terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi
berdasarkan UU No. 22 tahun 2002, jangka waktu 1 (satu) tahun
yang dimaksud pasal 7 ayat (2) dihitung sejak UU ini mulai
berlaku.

Undang-Undang yang mengatur grasi yang berlaku saat

ini yaitu UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010.
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C. RUANG LINGKUP GRASI
1. Kekuasaan Presiden
Kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu : kekuasaan yang diperoleh secara atributif dan kekuasaan
yang diperoleh secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara
atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena
berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang
timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli
(oorspronkelijk) dan pembentukan kekuasaan secara atributif
menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan
secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan
yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif
(afgeleid). Kekuasaan yang afgeleid adalah kekuasaan yang
diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.
Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD
1945 juga dimiliki oleh Presiden selaku kepala pemerintahan
(eksekutif) dan selaku Kepala Negara. Kekuasan Presiden yang
diperolen melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya
dapat dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala
eksekutif.
Ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dapat
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: kekuasaan yang berdasarkan

UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan



kekuasaan yang berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto

Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh

secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala

eksekutif, adalah:* Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang
utama, untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-
undang

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang

dilekatkan kepada Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di

luar UUD, dapat dirinci sebagai berikut:**

1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah;

2. Kekuasaan di bidang Perundang-undangan, meliputi; a).
Kekuasaan membentuk undang-undang, b). Kekuasaan membentuk
Peraturan Pemerintah, c). Kewenangan menetapkan Keputusan
Presiden dan, e). Kewenangan menetapkan Perpu;

3. Kekuasaan di bidang yustisial; serta

4. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi; a).
Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, D).
Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain; c). Kekuasaan
mengadakan perdamaian dengan negara lain.

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku

kepala pemerintahan adalah:

2 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap
Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 52

** Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, dalam Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di
Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), h. 41
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a. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan
mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-
undang dan menetapkan undang-undang.

b. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah  sebagai
pengganti undang-undang

c. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah

d. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam
substansi yang harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi

yang harus ditetapkan dengan UU, menurut pembuat UUD 1945

adalah:®

a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.

b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan
bahaya dalam bentuk UU.

c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan Negara dan
Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR.

d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara
dengan undang-undang.

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk
kepanjangan kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif.

Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu adalah:

* Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap
Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 53
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a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

b. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan
negara dalam keadaan bahaya, Presiden tidak perlu minta
persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan akibat
keadaan bahaya harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti
memerlukan persetujuan DPR.

c. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta
dari negara lain.

d. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

e. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa
pada bangsa atau negara.

2. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi
Terkait dengan kewenangan pembrian grasi, kewenangan tersebut
dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut
dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yaitu menyangkut;*®
a) Kewenangan Konstitusional Presiden

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ,Negara Indonesia

adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik® Banyak

dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan

seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan

?® R. Tony Prayogo, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara
Pemberian Grasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 — Oktober 2012, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM R, 2012),
h. 477-500
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sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang
Presiden Republik Indonesia.

Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah Presiden
adalah sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan
tetapi, yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan
segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya
masing-masing.?’

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik
sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) dan sebagai
kepala negara (head of state) diatur dalam UUD 1945. Sebagai
Kepala Pemerintahan (chief of executive) terumus dalam ketentuan
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala negara (head of
state) yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD
1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal
(single executive), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.?®

Dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan
bahwa ,Presiden memberi Grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan  pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila
difahami secara seksama rumusan pasal tersebut, maka ketentuan

pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional

%7 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang
(Perpu), (Malang, UMM Press, 2003), h. 41
* Ibid, h. 41



b)

kepada Presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan Presiden
dalam memberikan grasi bertindak untuk dan atas nama negara.
Kewenangan pemberian grasi berdasarkan undang-undang

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945,
Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002
jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22
Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi
ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata
cara pengajuan dan penyelesain permohonan grasi.

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam
pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang menyebutkan ,Grasi
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang
diberikan oleh Presiden, dan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 5
Tahun 2010, yang berbunyi: ,Terhadap putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat
mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. telah menegaskan
kembali ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi
merupakan kewenangan Presiden.

Kewenangan mengabulkan atau menolak permohonan grasi
Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa

,Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi
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yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak
Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi
disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yangmana hak Prerogatif
tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi

kepada Presiden.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN

PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI

A. ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PEMBERIAN GRASI
1. Kewenangan Presiden

Pada hakikatnya grasi merupakan pemberian pengampunan
oleh kepala negara kepada pelaku tindak pidana dengan batasan
sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi pasal
2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup,
dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.' Jika pengampunan
diberikan kepada seseorang secara individu, maka disebut grasi;
jika diberikan kepada sekelompok orang terpidana atau kepada
keseluruhan mereka, maka disebut amnesti; dan jika diberikan
dengan cara menghapuskan tuntutan atau menghentikan
penyidikan kasus oleh aparat penegak hukum, maka disebut
abolisi.

Kekuasaan eksekutif dalam sebuah Negara memiliki
kewenangan yang begitu besar untuk menjalankan progam-
progam pemerintah dan memastikan tercapainya tujuan Negara.
Maka dengan kenyataan yang demikian atas kekuasaan eksekutif

perlu adanya pengawasan/kontrol terhadap kekuasaan eksekutif

! Undang-undang No. 5 Tahun 2010 junto Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi
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terkait dengan progam-progam, kebijakan-kebijakan, ataupun
kewenangan yang dimiliki eksekutif agar berjalan sebagaimana
mestinya yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai yang ada
didalamnya.?

Pemberian grasi bukan merupakan bentuk campur tangan
presiden dalam urusan yudikatif, melainkan hak presiden untuk
memberikan pengampunan. Meski pemberian grasi tersebut dapat
mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban
menjalani pidana yang dijatukan pengadilan, tidak berarti
menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi
terhadap terpidana. Pemberian grasi bukan merupakan bentuk
campur tangan presiden dalam urusan yudikatif, melainkan hak
presiden untuk memberikan pengampunan. Meski pemberian grasi
tersebut dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatukan
pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan
merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.?

Kepala Negara atau Presiden dianggap berwewenang
dalam hal memberikan grasi, abolisi dan amnesti untuk
kepentingan memulihkan keadilan terhadap dampak penderitaan

yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan terhadap perilaku

> JE Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden, dalam
http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html,
diakses 17 November 2015

* Jimly Asshidigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT Bhuana llmu Populer,
Jakarta, 2011, h. 348



tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses
peradilan sebelumnya. Namun, dalam sistem presidensil tidak
membedakan antara kedua jenis jabatan tersebut, kewenangan
tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan Kepala
Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Hanya saja untuk
membatasi penggunaan kewenangan ini, sebelum Presiden
nenentukan akan memberikan grasi, amnesti dan abolisi itu,
Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari

Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan Rakyat*

Salah satu jaminan bagi pengadilan ialah ketentuan bahwa
untuk menjalankan keadilan, pengadilan harus bebas dari segala
bentuk campur tangan pihak mana pun. Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia pasal 103 menyatakan : “Segala
campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat
perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang

5 Hal ini dimaksudkan

kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.
agar hakim dapat menjalankan keadilan secara bebas dan objektif.
Pengecualian terhadap larangan itu ialah adanya hak memberi
grasi bagi kepala negara untuk menghapuskan, mengurangi atau

meniadakan tuntutan atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan

dengan keputusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal

* Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstutionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
h. 184

> Redaksi Asa Mandiri, Tiga UUD Republik Indonesia; UUD RI 1945 Hasil Amandemen;
Konstitusi RIS 1950; UUD Sementara RI 1950, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), h. 127



14 ayat satu menyebutkan : “Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah

Agung'”ﬁ

2. Pemberian grasi

Kalau dilihat secara historis, bahwa pada mulanya tindakan
pengampunan didasarkan pada kemurahan hati orang yang
berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan
dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka
tindakan pengampunan itu semata-mata didasarkan pada hasrat
untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa. Pada
perkembangan selanjutnya anggapan terhadap grasi bergeser
kepada anggapan bahwa hak lembaga-lembaga ini harus dilihat
sebagai suatu tindakan pengadilan atau lebih tepat sebagai
tindakan keadilan untuk menghapuskan atau mengurangi

ketidakadilan di dalam memperlakukan undang-undang.’

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 pasal, diawali Bab Ketentuan
Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan

umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah

® Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945
Secara Lengkap; Pertama 1999-Keempat 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 10

7 Lihat dalam a href="http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology
etymology.html"Amnesty and Pardon-Terminology And Etymology/a, (diakses tanggal 12
Oktober 2015)
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pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan
oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah sesorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum.®

Tidak seperti dalam undang-undang grasi sebelumnya yang
tidak membatasi jenis pemidanaan, pada undang-undang ini
dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi.
Disebutkan bahwa pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya
adalah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap
yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana mati, penjara seumur
hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun).® Hal ini merupakan
perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya, dan
memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat
dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang
terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya. Kata
“dapat” berarti terpidana diberikan kebebasan untuk menggunakan
atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan

grasi sesuai Undang-Undang ini.

Kemudian mengenai  kesempatan terpidana untuk

mengajukan grasi. Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang

¥ UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1) dan (2)
® UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (1) dan (2)



tentang banyaknya kesempatan yang dimiliki terpidana untuk
mengajukan grasi. Sekarang, terpidana hanya dapat mengajukan
grasi satu kali.’® Dan Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh
terpidana atau kuasa hukumnya, dan keluarga terpidana atas
persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati,
permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa

persetujuannya.™

Selain terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya, ada satu
pihak lagi yang berhak mengajukan grasi yaitu Menteri Hukum
dan HAM, yang pengajuannya berdasarkan demi kemanusiaan dan

keadilan.?

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010
merupakan pengubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi. Alasan dilakukannya pengubahan vyaitu,
didasarkan atas keterdesakan penyelesaian permasalahan
diantaranya, masih adanya permohonan grasi yang belum dapat
diselesaikan Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 15 dalam undang-undang tersebut yaitu 2
(dua) tahun sejak undang-undang grasi di undangkan yang

berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004, namun pada

“UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 2 ayat (3)
" UU No. 22 Tahun 2002, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)
2 UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 6A ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 6A ayat (1) dan

O]
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kenyataannya, dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, masih
terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan
berjumlah 2106 (dua ribu seratus enam) kasus. Tunggakan
permohonan grasi tesebut merupakan warisan dari permohonan
grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950.2 Maka dari itu untuk menghindari adanya kekosongan
hukum bagi penyelesaian pemberian grasi perlu adanya

perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.*

Yang paling menjadi sorotan dalam analisa pemberian
grasi ini adalah mengenai alasan pemberian grasi. Grasi
merupakan  wewenang yang dimiliki  Presiden dalam
kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam
menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan
memberikan keputusan dengan pertimbangan dan
kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau
menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat
absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan
pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai

oleh pengadilan.

Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan

B Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi 11l DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, 22
April 2010
* Ibid.



perundang-undangan lainnya mengenai bagaimana permohonan
grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Pasal 14 UUD
1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti,
abolisi, dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria

pemberiannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi
tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan
agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b
dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang
Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden
untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan
keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan
keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.%°

Menurut Utrecht,'® ada 4 (empat) alasan pemberian grasi

yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan keluarga dari terpidana

> UU No. 5 Tahun 2010, Konsiderans huruf (b) dan (c)
'® Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana I1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987),

h. 239-242
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b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat
c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga
pemasyarakatan
Utrecht mendasari alasan-alasan pemberian grasi berdasar
faktor internal yang terdapat dalam diri pribadi terpidana.
Menurut J.E. Sahetapy, '7alasan yang memungkinkan
Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut :
a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang
tidak dapat disembuhkan
b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau
ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim
pada waktu mengadili si terdakwa
c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan
sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh
kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba

terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti

d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya
sehabis revolusi atau peperangan
Menurut Pompe,™® terdapat keadaan-keadaan tertentu yang

dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu:

Y J.E. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden dalam pemberian grasi,
http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html,
diakses 19 Desember 2015



a. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam
suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa
menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim
itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan
menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan
diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi pidana yang lebih
ringan.

b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan
oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya
perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk
meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini
Pompe telah meyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya
keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana
yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah
dijatuhkan oleh hakim

c. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan
oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan
mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu
menunjuk kepada hal tersebut

d. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu
masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat

dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan

' Dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, h. 268



Masih menurut pompe, mengenai pemberian grasi yang
dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. grasi seperti ini dapat
membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang
bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai
tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang orang
terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang
bersifat politis.

Menurut penulis, dari beberapa pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa alasan dasar yang dapat dijadikan pemberian
grasi adalah beberapa faktor, baik faktor keadilan ataupun faktor
kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-
sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan
pidana yang dianggap kurang adil, maka grasi dapat diberikan
sebagai penerobosan dalam mewujudkan keadilan itu sendiri.
Sedangkan faktor kemanusiaan dapat dilihat dari keadaan pribadi
terpidana sendiri, misalnya jika terpidana sakit-sakitan yang tidak

kunjung dapat disembuhkan.

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN
PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI
1. Kewenangan Presiden
Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan

kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam



tujuan hidup di dunia terlebih di akhirat kelak. Ajarannya tetap
aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya
merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta.
Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-
bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.*®

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah
pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan
berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia
bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan
kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-
undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam
bingkai Islam. Dalam hal ini lbnu Taymiyah memberikan
gambaran tugas dan fungsi seorang Imam dengan mendasarkan

pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 58-59:
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

¥ Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 231



kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.(Q.S. Al-Nisa ":58-59)%°
Dari pemahaman ayat di atas, pada ayat pertama,
bahwasannya seorang pemimpin agar senantiasa mereka
menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka
menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, dan selanjutnya pada
ayat kedua, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang
bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan.
Oleh Kkarena itu, menurut pendapat Ibnu Taymiyah tugas
pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan

mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.?*

2. Pemberian Grasi
Selanjutnya, Pada prinsipnya pengampunan sangat dianjurkan
oleh Islam dalam segala aspek bidang baik itu berhubungan
langsung dalam hal perdata maupun pidana, baik itu yang
berhubungan dengan hak adami ataupun hak Allah, jika memang

perkaranya belum diproses. Namun, perlu digaris bawahi adalah

%% Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Bandung: Fa
Sumatra, 1978), h. 176

' \bnuTaimiyah, Assiysatus Syar‘iyyah fi Islahir Ra‘i war-Ra‘iyyah; Pedoman lslam
Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989), h. 9-10



pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan itu sendiri.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-A‘raf ayat 199:
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Artinya: jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh.( Q,S. Al-A4 'raf:199)

Dan juga sebuah Hadits :
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Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-
Mahry; Dikabarkan kepada kami oleh ibn Wahbin berkata, aku
mendengar ibn Juraij memperbincangkan tentang masalah ‘Amr
bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; saling
memaafkanlah kalian dalam masalah hukum had selama masih
dalam urusan kalian, maka jika telah sampai kepadaku
permasalahan had tersebut, maka ia wajib untuk
dilakasanakan.”(HR. Abu Daud)

Dalam perkara hudud pengampunan yang diberikan
sebelum perkaranya dibawa kepengadilan tidak dikatakan
sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah tersebut, namun
hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya
saja, sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap
diancam dengan peralihan menjadi hukuman ta‘zir, sebagai proses
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga

setabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika waliyul amri

69



tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih
membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.?

Menurut pandangan penulis, terkait dengan pemberian
kewenangan Presiden dalam pemberian grasi musti diatur dalam
undang-undang mengandung beberapa tujuan sebagai berikut :

1. menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai
akibat dilaksanakannya hukuman

2. untuk membela dan menegakkan kepentingan Negara

Dalam hal ini, ajaran Islam memerintahkan kepada
pemeluknya agar mengegakkan dan menjalankan keadilan,
sebagaimana dalam al-Qur’an disebutkan di dalam al-Qur’an surat
al-Nisa’ ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan seseorang harus

bersikap adil dalam menetapkan suatu hukum.

Berdasarkan ayat ini, maka jelaslah bahwa prinsip keadilan
merupakan hal yang harus ditegakkan, dan tentunya lebih
ditekankan kepada para pemimpin dan penguasa yang senantiasa
melayani kepentingan masyarakat. Ayat ini merupakan salah satu
dari sekian banyak dalil nagli tentang menjalankan dan

menegakkan keadilan.

2 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugqubah fi al-Figh al-lslam; al-Jarimah, Dar-
Al-kutb llmiyyah, h. 73-74



Berbicara tentang adil, sungguh sudah menjadi problem
pemikiran para ahli, lalu apakah yang sebenarnya disebut dengan
adil? Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan arti “adil”
secara bahasa yakni “sesuatu yang tidak lazim”. Dengan demikian,
orang yang adil adalah orang yang menjalankan hukum menurut
hukum Allah. Sebab siapa yang tidak menghukumi sesuatu dengan
hukum Allah maka dia adalah zhalim, sebagaimana yang telah
difirmankan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an surat al-Maidah

ayat 45 :
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Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya
(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.
Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang
yang zalim.(Q.S. Al-Maidah:45)

Menurut penulis, nampaknya grasi merupakan salah satu alat

untuk mencari keadilan, dan menegakkan keadilan adalah wajib
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hukumnya. Menggunakan suatu alat untuk melaksanakan

kewajiban adalah wajib. Sebagaimna kaidah figh merumuskan :

Crlh 3ada NP YL

“Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya
sesutu itu, maka hukumnya adalah wajib pula.”

Tujuan vyang kedua vyaitu membela dan menegakkan
kepentingan negara. Dalam Islam tujuan semacam ini merupakan
prinsip yang sudah digariskan untuk dilaksanakan. Sebagaimana
yang dapat dipahami dari salah satu ayat al-Qur’an, yaitu surat al-

Hajj ayat 39-40 :

-~ ~ ﬁ;g = £ _ e I -
o) e o AT 0 Toadk apl gkl cpdl 0

-3

NS ]
ANL':Q\)JJ_&_”,\_.) Y‘O”'J"""Mﬂ? /\)_?.J_',. el =

‘Yo

al

Y'\

‘e

N
— %

\

C”)C‘f‘o‘:‘;:*"&u“"”rﬁ-’-’w AT 23 N33

§ iied

4»\\“_.)}34;;! V&A?JT}""LVJJ&.UMJU)M)

,.}} L2 -

Artinya : telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang
diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya.
dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa
menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah
diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang
benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami
hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak
(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,
tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-
gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-
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masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong

(agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat

lagi Maha perkasa,

Diantara tugas utama suatu Negara adalah menumpas
kezhaliman oleh sebab itu segala usaha untuk itu harus dilakukan,
termasuk perang yang cukup berat dan berbahaya. Grasi adalah hal
yang lebih ringan dan tujuannya adalah menghindarkan
ketidakadilan. Apabila berperang saja dibolehkan, tentulah grasi
demikian pula diperbolehkan. Menghindarkan Kketidakadilan

berarti menolak kerusakan. Sebagaimana Kaidah :

aladll s e A48 s i 533

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari menerima
mashlahat.”?®

? A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Peraktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 150

73



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan
menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah
memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan
dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana
serendah-rendahnya dua tahun penjara sebagaimana yang telah
diatur dalam undang-undang nomor 05 tahun 2010 junto undang-
undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi, Presiden dalam
pengambilan keputusannya tersebut baik menerima ataupun
menolak pengajuan grasi, tidak diatur secara jelas mengenai
alasan-alasannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak

2. Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau
Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang
sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat.
Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan
kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh Kepala Negara.
Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak Kepala Negara

untuk mengampuni hukuman.
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B. SARAN

Dari temuan-temuan atas permasalahan yang penulis Kaji
terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat sarankan, yakni:

Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam
memuat Pasal dan ayat yang ada dalam Udang-Undang grasi saat ini
yang berlaku, terutama mengenai kewenangan Presiden yang begitu
besar dalam pemberian grasi yang dalam Undang-undang grasi tanpa
pencantuman jenis tindak pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi,
sekalipun dengan adanya kategri hukuman yang telah
mengindikasikan pidana berat. Dan juga tentang dasar pertimbangan
Presiden dalam pemberian grasi yang tidak di cantumkan secara
eksplisit. Dengan demikian diharapkan tidak ada celah hukum dengan
alasan pembenaran untuk pemberian grasi terhadap kasus-kasus yang
menjadi sorotan dan kemaslahatan publik

Selanjutnya yang terpenting adalah konsistensi dalam
penerapan hukum oleh Negara, supaya tidak saling bertentangan
antara Undang-Undang satu dengan Peraturan yang lainnya dan agar
terwujudnya kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

. PENUTUP
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan

kehadirat Allah ‘Azza wajalla yang telah melimpahkan rahmat dan
kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa merampungkan
penelitian ini. Dan penulis mendoa padaNya mudah-mudahan di

berikan keberkahan dan kemanfaatan. Amin
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